ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur Desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
daikui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. desa terdiri dari desa
dan desa adat, penggunaan penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan
penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Desa merupakan pondasi bagi
pembangunan di Indonesia, dengan adanya otonomi yang diberikan daerah kepada
desa menjadikan desa memiliki otoritas untuk mengurus dirinya sendiri.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Persiapan Padang
Canduh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat? 2) Apa Kendala
Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di
Nagari Persiapan Padang Canduh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera
Barat dan Bagaimana Solusinya? Dalam penulisan skripsi ini penulis menekankan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari
Persiapan Padang Candu Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
tersebut dalam hal penyelenggara penyelenggara pemerintahannya.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan hukum yuridis
normatif. Penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yan ada dengan
melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Data-data yang diperoleh melalui data
sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Kkinerja
Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, khususnya di Nagari Persiapan Padang
Candu dalam hal penyelenggara pemerintahannya sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari,
yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kendala dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
di Nagari Persiapan Padang Candu ini adalah belum adanya peta wilayah
perbatasan antar Desa yang di ukur secara akurat sehingga menimbulkan masalah
dalam melihat perbatasan antar Desa, dan kurangnya pemahaman masyarakat
hukum adat mengenai pembentukan Nagari Persiapan(Desa Persiapan) atau
pemekaran Nagari(Pemekaran Desa) yang menganggap bahwa yang dimekarkan
adalah adat nya, tetapi dalam hal ini yang di mekarkan pemerintah adalah
pelayanan masyarakatnya sedangkan adat tidak di ganggu gugat.
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